BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

bahwa berdasarkan pengajuan usulan pergeseran dari
beberapa Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 4
Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjar perlu merubah Peraturan Bupati Banjar
Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor
13);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 14);

26. Peraturan Bupati Banjar 58 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2015 Nomor 58);

27. Peraturan Bupati Banjar 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor
48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANJAR NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 48) diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Maret 2017
BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN
Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd
H. NASRUN SYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR  : 22 TAHUN 2017
TANGGAL :9 MARET 2017
No Uraian Sebelum Setelah Bertambah Keterangan
Pergeseran | Pergeseran | (berkurang)
1 | Dinas Perumahan dan Permukiman - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
2 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
3 |Badan Perencanaan Pembangunan, - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
Penelitian dan Pengembangan obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
4 | Dinas Perikanan - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
S5 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
Desa obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
6 | Badan Pendapatan Daerah - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
Sipil obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
8 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
dan Pergeseran Khusus (DAK)
9 | Dinas Pemuda dan Olahraga - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
10 | Dinas Lingkungan Hidup - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
11 | Dinas Pertanahan - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
12 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
Terpadu Satu Pintu obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
13 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
Daerah obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
14 | Dinas Sosial - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR  : 22 TAHUN 2017
TANGGAL :9 MARET 2017
No Uraian Sebelum Setelah Bertambah Keterangan
Pergeseran | Pergeseran | (berkurang)
obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
15 | Dinas Pendidikan - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar

obyek belanja dalam jenis belanja yang sama

16

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
obyek belanja dalam jenis belanja yang sama

17

Sekretariat Daerah

Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
obyek belanja dalam jenis belanja yang sama

18 | Inspektorat - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
19 | Badan Kepegawaian Daerah - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar

obyek belanja dalam jenis belanja yang sama

Perempuan dan Perlindungan Anak

20 | Dinas Komunikasi, Informatika, - - - Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
Statistik dan Persandian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama

21 | Dinas Pengendalian Penduduk, Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
Keluarga Berencana, Pemberdayaaan obyek belanja dalam jenis belanja yang sama

22

Dinas Tanaman dan Holtikultura

Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
obyek belanja dalam jenis belanja yang sama

23

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pergeseran rincian obyek dan Pergeseran antar
obyek belanja dalam jenis belanja yang sama
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BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN




